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Abstract: The rapid development of digital technology has intensified the use of copyrighted
works in the digital environment, while simultaneously facilitating the practice of copyright
infringement through websites. In response, the Indonesian government has introduced a
policy aimed at blocking websites that facilitate copyright infringement as a regulatory
instrument in the digital sphere. However, despite nearly a decade of implementation, the
incidence of copyright infringement has continued to increase. This study aims to analyze the
challenges associated with the implementation of website-blocking policies targeting copyright
infringement in Indonesia through a Systematic Literature Review (SLR) approach. Employing
a qualitative research method, this study examines 25 journal articles published between 2016
and 2025, selected from the Scopus database in accordance with PRISMA guidelines. The
findings reveal that the key challenges in policy implementation include misalignment between
the regulatory framework and practical enforcement, limited policy effectiveness, low levels of
user compliance, and uncertainty regarding the policy’s long-term sustainability. These
findings suggest that the website-blocking policy has not fully addressed the multifaceted
nature of copyright infringement in the digital environment. Accordingly, this study
recommends strengthening institutional coordination, developing a more accessible legal
content ecosystem for the public, enhancing digital literacy and public education, and
conducting a comprehensive policy evaluation.

Keyword: policy implementation, website blocking, systematic literature review

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya pemanfaatan karya
cipta di ruang digital, sekaligus memperluas praktik pelanggaran hak cipta melalui situs web.
Sebagai respons terhadap hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan penutupan
situs web pelanggar hak cipta sebagai instrumen kebijakan di ruang digital. Namun demikian,
meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan selama hampir satu dekade, tingkat pelanggaran
hak cipta justru menunjukkan tren peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta di Indonesia
melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini menggunakan metode
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kualitatif dengan menelaah 25 artikel jurnal yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2016-
2025 dan diseleksi melalui basis data Scopus dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan mencakup ketidakselarasan
antara kerangka regulasi dengan praktik pelaksanaan, keterbatasan efektivitas kebijakan,
rendahnya kepatuhan pengguna, serta ketidakpastian keberlanjutan kebijakan dalam jangka
panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan situs web belum sepenuhnya
mampu menjawab kompleksitas pelanggaran hak cipta di ruang digital. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan melalui penguatan koordinasi
kelembagaan, pengembangan ekosistem konten legal yang lebih terjangkau bagi masyarakat,
peningkatan literasi digital dan edukasi publik, serta melakukan evaluasi kebijakan secara
menyeluruh.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, penutupan situs web, systematic literature review

PENDAHULUAN

Akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui
perluasan akses internet, telah memicu transformasi struktural terhadap cara karya cipta
diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di ruang digital (Setianingrum & Faslah, 2025;
Bangsawan, 2023). Internet yang pada awal perkembangannya hanya berfungsi sebagai
infrastruktur komunikasi, kini telah bermutasi menjadi episentrum pertukaran informasi,
penyebaran konten digital, serta penggerak aktivitas ekonomi dan kreatif berbasis daring
(Mujiani, Jauhari, & Astuti, 2026). Di Indonesia, dinamika ini diperkuat oleh tingkat penetrasi
internet yang sangat masif. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, jumlah
pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah menembus angka 221 juta jiwa, atau
setara dengan 79,5% dari total populasi nasional. Tingginya penetrasi ini mendorong
digitalisasi berbagai jenis karya cipta—seperti film, musik, hingga buku—sehingga karya-
karya tersebut kini dapat diakses dan didistribusikan dengan sangat mudah, cepat, dan melintasi
batas-batas yurisdiksi konvensional. Namun, kemudahan akses lintas batas ini juga memicu
lonjakan pelanggaran hak cipta digital (Limbong, 2025; Kansil & Sulistio, 2024).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi
hak moral dan ekonomi pencipta secara otomatis lewat prinsip deklaratif. Sayangnya, pesatnya
teknologi tidak dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketidaktahuan dan pengabaian
ini memicu maraknya penggunaan karya tanpa izin sah yang merugikan ekosistem kekayaan
intelektual (Susanto, 2025; Abdul Latif dkk., 2025). Secara ekonomi, pembajakan digital
merusak tata niaga industri kreatif karena sekitar 70% pengguna internet di Indonesia lebih
memilih situs web ilegal (Sugihono, Ciang, & Yeo, 2024). Dampaknya, potensi pendapatan
kreator tergerus, motivasi berinovasi menurun, dan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional
terhambat (Badan Perfilman Indonesia, 2025). Selain itu, peredaran konten ilegal memotong
penerimaan pajak negara dan menciptakan iklim kompetisi yang tidak sehat bagi pelaku usaha
legal (Kemenparekraf, 2024).

Tantangan penegakan hukum kian rumit karena karakter ruang digital yang dinamis.
Pelaku pembajakan sangat adaptif; situs yang diblokir dapat muncul kembali menggunakan
nama domain baru, mirror site, atau hosting luar negeri. Pemanfaatan VPN dan anonymous
hosting kian mempersulit pengawasan (Salim & Halim, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa
penutupan satu situs tidak otomatis menghentikan pelanggaran karena pengguna mudah
bermigrasi ke platform alternatif. Problem ini juga berakar pada faktor sosial-budaya, di mana
indeks literasi digital Indonesia (2024) masih berkategori sedang dengan skor 3,78 dari skala
5 (Nurdin, Widia, & Atmaja, 2025). Akibatnya, muncul persepsi publik bahwa karya digital
selayaknya diakses secara instan dan gratis (Diza, 2022).
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Di sisi lain, intervensi negara melalui pemblokiran situs sering kali terjebak dalam dilema
antara perlindungan hak ekonomi dan hak digital masyarakat, seperti kebebasan berekspresi
dan akses informasi. Jika tidak dilakukan secara transparan dan proporsional, kebijakan ini
berisiko menimbulkan overblocking (pemblokiran keliru terhadap konten sah). Pemerintah
sendiri telah menerapkan kebijakan penutupan situs melalui UU Hak Cipta dan Peraturan
Bersama Dua Menteri sejak hampir satu dekade lalu. Namun, efektivitasnya dipertanyakan
(Lasassmeh, 2019). Data tahun 2024 menunjukkan jumlah situs yang ditindak melonjak drastis
mencapai 9.641 situs (naik 5.571 situs dari tahun sebelumnya) (Ziliwu, 2025; Komdigi, 2024).
Ekskalasi ini mengindikasikan bahwa pemblokiran belum mampu menekan angka pelanggaran
secara signifikan.

Dalam teori kebijakan publik, keberhasilan regulasi ditentukan oleh proses
implementasinya di lapangan (Van Meter & Van Horn, 1975). Di Indonesia, kebijakan ini
melibatkan pembagian peran antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
Kementerian Hukum (verifikasi dan rekomendasi) serta Direktorat Jenderal Pengawasan
Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (eksekutor pemutusan akses). Dinamika
interaksi antar-lembaga ini, ditambah keterlibatan Internet Service Provider (ISP) dan
masyarakat, membuat implementasi kebijakan tidak berjalan linear.

Sejumlah studi terdahulu (seperti Rubio-Alfageme, 2025; Chen dkk., 2024; Reis dkk.,
2024; Aguiar dkk., 2018) mengonfirmasi bahwa pemblokiran tidak otomatis menghentikan
pembajakan karena adanya adaptasi teknologi pelaku dan efek substitusi pengguna internet. Di
Indonesia, Triyanto (2017) dan Walter (2019) mengidentifikasi hambatan berupa keterbatasan
sumber daya dan lemahnya koordinasi lintas instansi. Di sisi lain, penelitian Dario Miocevic
menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan penegakan hak cipta sangat
dipengaruhi oleh persepsi dan reaksi emosional pengguna, sehingga penerimaan publik
menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan (Miocevic,
2022, 2023a).

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian dengan menganalisis kebijakan penutupan
situs web pelanggar hak cipta dari perspektif implementasi kebijakan. Berbeda dengan studi
terdahulu yang banyak menitikberatkan pada aspek normatif dan efektivitas kebijakan, kajian
ini berupaya memahami tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan, dengan
menyintesis hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi tantangan dalam
penerapan kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta di Indonesia. Berdasarkan uraian
tersebut, penelitian ini berupaya untuk menggali berbagai tantangan yang memengaruhi
pelaksanaan kebijakan penutupan situs web sebagai instrumen kebijakan hak cipta di ruang
digital, sebagaimana tercermin dalam literatur ilmiah yang ada.

Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis tantangan dalam implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak
cipta di Indonesia melalui tinjauan literatur sistematis. Secara akademik, penelitian ini
diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan publik, khususnya dalam studi implementasi
kebijakan di ruang digital, yang memiliki karakter kompleks dan lintas batas. Secara praktis,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dalam
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta di Indonesia,
sehingga dapat membantu mendukung perumusan kebijakan hak cipta di ruang digital yang
lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature
Review (SLR) untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web
pelanggar hak cipta di Indonesia. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti
menyintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara sistematis dan terstruktur, sehingga

3523 |Page


https://dinastirev.org/JIHHP

https://dinastirev.org/JIHHP, Vol. 6, No. 5, 2026

dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pola permasalahan yang telah dikaji dalam
berbagai studi sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007). Pencarian literatur dilakukan
melalui basis data Scopus dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan
policy implementation dan digital copyright infringement. Artikel yang diperoleh kemudian
diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi
meliputi artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2016-2025, ditulis
dalam Bahasa Inggris, serta membahas kebijakan dalam menangani pelanggaran hak cipta di
ruang digital. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang terbit sebelum tahun 2016,
berjenis dokumen non jurnal, tidak ditulis dalam Bahasa Inggris, serta tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan kebijakan dalam menangani pelanggaran hak cipta di ruang
digital.

Identification through database

=
vy

Records removed before screening:

Records identified from o Published before 2016 (n=139)
Scopus database (n=364) —»| e Not journal articles (n=68)

¢ Not in English language (n=10)

[ Screening J [Identiﬁcation

Records screened (n=147) »| Records exclude (n=89)
Full-text articles assess for Full-text articles excluded, with
eligibility (n=58) —» | reasons (n=33)

i

Relevant articles (n=25)

=
L]
=
5
o]
=

Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Proses seleksi kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyaringan berdasarkan
abstrak, kelengkapan data dan penelaahan isi teks secara penuh untuk memastikan kesesuaian
substansi artikel dengan fokus penelitian. Seluruh proses seleksi literatur dilakukan secara
sistematis dengan mengacu pada prinsip Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analysis (PRISMA), sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 1. Setelah melewati tahap
seleksi, setiap artikel dianalisis dan disintesiskan secara naratif dengan menekankan
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keterkaitan antar temuan penelitian terdahulu guna mengidentifikasi pola tantangan
implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta di Indonesia. Hasil sintesis
ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan
strategi penegakan hak cipta yang lebih efektif dan adaptif di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil SLR, pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan mengacu pada
25 artikel yang membahas kebijakan penanganan pelanggaran hak cipta di ruang digital.
Artikel-artikel tersebut menunjukkan keberagaman fokus analisis, mulai dari aspek regulasi,
efektivitas kebijakan, perilaku pengguna, hingga dampak kebijakan terhadap perlindungan hak
cipta. Sebagai dasar analisis, temuan hasil SLR yang telah dikelompokkan kemudian dinilai
relevansi dan ditelusuri keterkaitannya dengan karakteristik kebijakan penutupan situs web
pelanggar hak di Indonesia. Melalui pendekatan ini memungkinkan pembahasan tidak hanya
menyoroti aspek teknis dan normatif kebijakan, tetapi juga mengungkap aspek lain seperti,
dinamika kelembagaan, perilaku pengguna, serta isu keberlanjutan kebijakan yang
memengaruhi capaian kebijakan hak cipta di ruang digital.

Ketidakselarasan antara Kerangka Regulasi dan Praktik Pelaksanaan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan penutupan situs web
pelanggar hak cipta adalah adanya ketidakselarasan antara kerangka regulasi yang telah
dirumuskan dengan praktik pelaksanaannya. Sejumlah studi yang membahas aspek regulasi
umumnya menempatkan kebijakan penutupan situs web sebagai instrumen hukum yang
diperlukan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak (Aronov &
Idrysheva, 2024; Nguyen dkk., 2023; Rubio-Alfageme, 2025). Namun, kajian-kajian tersebut
juga mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum yang jelas saja tidak cukup untuk
mendukung konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut terjadi dikarenakan
desain kebijakan penutupan situs web cenderung menekankan legitimasi kewenangan negara,
sementara bagaimana kebijakan dijalankan kurang mendapat perhatian (Hubanov dkk., 2021;
Nurullaev, 2017). Dengan kata lain, regulasi cenderung berfungsi sebagai pedoman normatif,
bukan sebagai panduan operasional yang jelas untuk membantu para pelaksana kebijakan dapat
bekerja secara terkoordinasi. Akibatnya, cara kebijakan ini diterapkan menjadi tidak konsisten
dan seragam, karena bergantung pada interpretasi dan kemampuan dari masing-masing
lembaga.

Selain itu, karakter ruang digital yang dinamis turut memperumit penerapan regulasi
yang pada dasarnya bersifat formal dan administratif. Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta
di internet berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk
menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi. Situs web ilegal dapat dengan mudah
berganti domain, menggunakan server luar negeri, atau memanfaatkan teknologi enkripsi untuk
menghindari proses pemblokiran yang dilakukan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan
mekanisme penutupan situs web sering kali bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah adanya
laporan atau temuan pelanggaran, sementara penyebaran konten ilegal telah berlangsung secara
luas. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan
dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam
merespons perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat dan adaptif.

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan penutupan situs web juga memerlukan koordinasi
yang kuat antar lembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Dalam konteks Indonesia, proses
penanganan pelanggaran hak cipta digital melibatkan berbagai institusi, mulai dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang
Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga penyedia layanan internet sebagai
pelaksana teknis pemutusan akses. Banyaknya aktor yang terlibat menyebabkan implementasi
kebijakan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga.
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Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka proses verifikasi, rekomendasi, hingga
pelaksanaan pemblokiran situs web dapat mengalami keterlambatan maupun
ketidakkonsistenan. Dalam kondisi tertentu, perbedaan prioritas, kapasitas kelembagaan,
maupun interpretasi terhadap ketentuan hukum juga dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan
kebijakan di lapangan.

Temuan dari studi terdahulu tersebut dirangkum dalam Tabel 1, yang dipetakan
berdasarkan fokus regulasi serta relevansinya terhadap isu implementasi kebijakan penutupan
situs web pelanggar hak cipta. Hasil dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa masalah
utama implementasi bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, tetapi lebih pada lemahnya
pengaturan terkait koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan.
Dalam konteks Indonesia, berbagai kondisi yang disebutkan dalam studi terdahulu tercermin
dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan
Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika,
Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Penutupan Konten dan/atau Hak
Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di Sistem Elektronik. Meskipun
regulasi ini telah mengatur dengan jelas kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk
memutus akses terhadap situs web ilegal, namun beberapa kajian menilai bahwa
pelaksanaannya masih belum optimal karena terkendala oleh keterbatasan koordinasi lintas
lembaga dan ketergantungan pada prosedur administratif yang tidak selalu repsonsif terhadap
dinamika ruang digital. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara tujuan
kebijakan dengan hasil yang dicapai (Pujiyono & Ahmad, 2019).

Tabel 1. Hasil Pemetaan berdasarkan Fokus Regulasi

Relevansi terhadap

Fokus Analisis Penulis Implementasi Kebijakan
Regulasi (Rubio-Alfageme, 2025); (Aronov & Idrysheva, 2024);  Kejelasan regulasi belum
(Nguyen dkk., 2023); (Hubanov dkk., 2021); menjamin keberhasilan
(Nurullaev, 2017); (Sag, 2017) ; (Mila, 2019); pelaksanaan kebijakan

(Pujiyono & Ahmad, 2019)
Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Lebih lanjut, prosedur administratif dalam kebijakan penutupan situs web sering kali
membutuhkan tahapan verifikasi dan koordinasi yang cukup panjang sebelum tindakan
pemblokiran dapat dilakukan. Di satu sisi, prosedur tersebut penting untuk memastikan bahwa
tindakan pemerintah dilakukan secara akuntabel dan tidak menimbulkan kesalahan
pemblokiran. Akan tetapi, di sisi lain, proses yang terlalu birokratis dapat mengurangi
kecepatan respons pemerintah terhadap penyebaran konten ilegal yang berlangsung secara
cepat di ruang digital. Ketika proses penanganan memerlukan waktu yang panjang, pelaku
pelanggaran memiliki peluang untuk memindahkan konten maupun mengalihkan akses
pengguna ke situs alternatif lainnya. Kondisi ini menyebabkan efektivitas kebijakan penutupan
situs web menjadi sulit dipertahankan secara konsisten. Dengan demikian, tantangan
implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta tidak dapat diselesaikan
hanya melalui penguatan norma hukum. Diperlukan juga upaya untuk menjembatani kerangka
regulasi dengan praktik di lapangan, seperti memperkuat kapasitas kelembagaan, memperjelas
mekanisme pelaksanaan kebijakan, dan meningkatkan koordinasi antar aktor yang terlibat.
Keterbatasan Efektivitas Penutupan Situs Web dalam Menekan Pelanggaran

Selain persoalan ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik pelaksanaan kebijakan,
hasil SLR juga menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web
pelanggar hak cipta berkaitan erat dengan keterbatasan efektivitas kebijakan itu sendiri.
Sejumlah studi yang berfokus pada efektivitas kebijakan menilai penutupan situs web lebih
berfungsi sebagai instrumen kebijakan jangka pendek dibandingkan sebagai solusi yang
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mampu menekan pelanggaran hak cipta secara berkelanjutan (Aguiar dkk., 2018; Reis dkk.,
2024; Walter, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan dapat
menghentikan akses terhadap situs tertentu, namun dampaknya terhadap pola pelanggaran
secara keseluruhan relatif terbatas.

Dalam praktiknya, fokus implementasi lebih pada pemutusan akses secara teknis dari
pada membangun kepatuhan jangka panjang, karena kebijakan cenderung hanya dilakukan
setelah pelanggaran terjadi dan dilaporkan, tanpa diiringi mekanisme pencegahan secara
menyeluruh (Siragih dkk., 2021; Yanto, 2022). Akibatnya, pelaku pelanggaran mudah
beradaptasi melalui pemindahan domain, pembuatan mirror sites, atau pemanfaatan platform
alternatif yang belum terjangkau oleh kebijakan penutupan situs web. Kondisi tersebut dapat
terjadi dikarenakan dinamika ekosistem digital yang terus berubah. Karakter ruang digital yang
dinamis memungkinkan munculnya situs pelanggar baru dalam waktu singkat, sehingga
tindakan penutupan situs web sering kali tertinggal dibandingkan laju pelanggarannya (Liu
dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada
seberapa cepat penindakan dilakukan, tetapi juga pada kemampuan dari kebijakan yang
digunakan untuk memprediksi dan menyesuaikan diri dengan kemampuan adaptasi para
pelanggar.

Keterbatasan efektivitas kebijakan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa
pendekatan pemblokiran situs web belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pelanggaran
hak cipta di ruang digital. Selama permintaan masyarakat terhadap akses konten ilegal masih
tinggi, maka situs-situs pelanggar akan terus bermunculan meskipun pemerintah telah
melakukan tindakan penutupan secara berulang. Dalam konteks ini, pelanggaran hak cipta
tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan atau penegakan hukum, tetapi juga oleh
pola konsumsi digital masyarakat yang terbentuk melalui budaya akses cepat, mudah, dan
murah terhadap berbagai jenis konten digital. Akibatnya, implementasi kebijakan penutupan
situs web sering kali hanya memindahkan pola akses pengguna dari satu situs ke situs lain
tanpa benar-benar menghentikan praktik konsumsi konten ilegal.

Selain itu, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan teknologi yang
dimiliki pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi konten ilegal.
Perkembangan teknologi digital memungkinkan penyebaran konten berlangsung secara lebih
kompleks melalui berbagai platform, seperti media sosial, aplikasi berbagi pesan, layanan
cloud storage, hingga platform streaming berbasis peer-to-peer. Kondisi ini menyebabkan
pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta tidak lagi terbatas pada situs web konvensional,
tetapt juga mencakup berbagai bentuk distribusi digital yang terus berkembang. Dalam
praktiknya, kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menindak seluruh bentuk
pelanggaran tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi teknologi,
infrastruktur pengawasan, maupun kapasitas sumber daya manusia. Situasi tersebut
menyebabkan implementasi kebijakan penutupan situs web cenderung bersifat parsial dan
belum mampu menjangkau keseluruhan ekosistem pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Tabel 2. Hasil Pemetaan berdasarkan Fokus Efektivitas Kebijakan

Relevansi terhadap

Fokus Analisis Penulis Implementasi Kebijakan
Regulasi (Reis dkk., 2024); (Liu dkk., 2024); (Triyanto, Kebijakan penutupan situs bersifat
2017); (Siragih dkk., 2021); (Yanto, 2022); reaktif dan mudah dihindari

(Walter, 2019); (Aguiar dkk., 2018)
Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Temuan dari berbagai studi terdahulu tersebut telah dirangkum dalam Tabel 2, yang
dipetakan berdasarkan fokus efektivitas kebijakan serta relevansinya terhadap isu
implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta. Dalam konteks Indonesia,
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berbagai kondisi yang disebutkan dalam studi terdahulu tercermin dalam tren peningkatan
jumlah situs web pelanggar hak cipta yang cukup signifikan di tahun 2024 (Komdigi, 2024).
Meskipun pemerintah telah secara aktif melaksanakan kebijakan, namun peningkatan yang
terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum mampu mengurangi tingkat
pelanggaran hak cipta di ruang digital Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan
implementasi tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dari keterbatasan desain
kebijakan itu sendiri dalam menghadapi dinamika pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Lebih lanjut, karakter kebijakan yang cenderung reaktif juga menyebabkan pemerintah
berada pada posisi yang selalu tertinggal dibandingkan perkembangan praktik pelanggaran di
ruang digital. Ketika satu situs berhasil ditutup, situs baru dengan fungsi serupa dapat kembali
muncul dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta
di ruang digital memiliki sifat adaptif dan terdesentralisasi, sehingga sulit dikendalikan hanya
melalui pendekatan pemblokiran akses. Dalam situasi seperti ini, implementasi kebijakan
membutuhkan pendekatan yang lebih proaktif melalui penguatan sistem pemantauan digital,
pemanfaatan teknologi analisis data, serta kerja sama lintas sektor yang lebih terintegrasi.
Tanpa adanya kemampuan untuk mendeteksi pola pelanggaran secara lebih cepat dan
sistematis, kebijakan penutupan situs web akan terus menghadapi keterbatasan dalam menekan
pertumbuhan distribusi konten ilegal di ruang digital.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan integrasi dengan strategi lain
untuk melengkapinya agar tujuan perlindungan hak cipta dapat tercapai secara lebih
berkelanjutan. Beberapa penelitian nasional menilai bahwa kebijakan penutupan situs web di
Indonesia belum terintegrasi secara optimal dengan instrumen kebijakan lain, sehingga
efektivitas pelaksanaannya masih terbatas (Triyanto, 2017). Untuk itu, diperlukan dukungan
kebijakan pelengkap, seperti peningkatan literasi digital, penguatan kerja sama dengan
penyedia layanan internet, serta pengembangan alternatif akses konten legal yang terjangkau
bagi masyarakat, agar kebijakan penutupan situs web dapat berjalan lebih efektif. Di samping
itu, penyediaan layanan digital legal yang mudah diakses dan memiliki harga yang terjangkau
juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam
banyak kasus, masyarakat memilih menggunakan situs ilegal karena dianggap lebih praktis dan
ekonomis dibandingkan layanan resmi yang tersedia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum
perlu diimbangi dengan penguatan ekosistem distribusi konten legal agar masyarakat memiliki
alternatif akses yang lebih menarik dan kompetitif. Dengan demikian, perlindungan hak cipta
di ruang digital tidak hanya bertumpu pada tindakan represif melalui penutupan situs web,
tetapi juga didukung oleh strategi preventif yang mampu membangun kesadaran dan kepatuhan
masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Rendahnya Kepatuhan dan Kesadaran Pengguna di Ruang Digital

Berdasarkan hasil SLR, tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web
pelanggar hak cipta juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan perilaku pengguna
internet. Sejumlah studi menekankan bahwa keberhasilan kebijakan di ruang digital sangat
dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengguna terhadap norma hukum serta pemahaman terkait
dengan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan karya cipta digital (Arnold dkk., 2019;
McKenzie dkk., 2019; Miocevic, 2022). Pelaksanaan kebijakan yang hanya mengandalkan
pada mekanisme teknis semata memiliki keterbatasan apabila tidak disertai dengan upaya
perubahan dari perilaku pengguna. Hal tersebut terjadi dikarenakan preferensi pengguna
terhadap konten hak cipta ilegal sering kali didorong oleh faktor kemudahan akses, biaya yang
lebih rendah, serta persepsi risiko hukum yang minim (Lee dkk., 2019; Miocevic, 2023b).
Dalam kondisi tersebut, penutupan situs web tidak secara otomatis mendorong peralihan
pengguna ke platform legal, melainkan justru mendorong pengguna untuk mencari jalur
alternatif lain untuk tetap dapat mengakses konten hak cipta secara ilegal.
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku pengguna internet memiliki pengaruh
yang besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan di ruang digital. Dalam banyak kasus,
keputusan pengguna untuk mengakses konten ilegal tidak selalu didasarkan pada ketidaktahuan
terhadap aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi digital yang telah
terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai jenis
konten digital secara gratis membuat sebagian pengguna memandang praktik tersebut sebagai
sesuatu yang normal dan tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. Akibatnya, meskipun
pemerintah telah melakukan penutupan terhadap berbagai situs web pelanggar hak cipta,
tingkat konsumsi konten ilegal tetap berlangsung karena pengguna terus mencari alternatif
akses lain yang tersedia di internet.

Selain itu, karakter ruang digital yang anonim dan minim pengawasan langsung turut
memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pengguna terhadap aturan hak cipta. Berbeda
dengan pelanggaran pada ruang fisik yang lebih mudah dikenali, aktivitas pelanggaran hak
cipta di internet sering kali dilakukan secara personal dan tersembunyi, sehingga pengguna
merasa memiliki risiko yang kecil untuk dikenakan sanksi hukum. Persepsi tersebut pada
akhirnya membentuk anggapan bahwa penggunaan situs ilegal merupakan tindakan yang aman
dan dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang berarti. Dalam konteks ini, implementasi
kebijakan penutupan situs web menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis dan
administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana membangun kesadaran hukum dan
tanggung jawab digital masyarakat sebagai pengguna internet.

Selain persoalan kepatuhan, beberapa studi juga menyoroti peran literasi digital sebagai
variabel penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai hak cipta, termasuk batasan penggunaan yang sah dan
konsekuensi hukum dari pelanggaran, berkontribusi pada normalisasi praktik konsumsi konten
ilegal. Dalam konteks ini, pelanggaran hak cipta tidak selalu dipersepsikan sebagai tindakan
yang merugikan pihak lain, melainkan sebagai praktik yang lazim dan dapat diterima secara
sosial (Mallick dkk., 2024). Berbagai tantangan perilaku pengguna dari studi-studi terdahulu
dirangkum dalam Tabel 3, yang dipetakan berdasarkan fokus sosial dan perilaku pengguna
serta relevansinya terhadap isu implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak
cipta.

Tabel 3. Hasil Pemetaan berdasarkan Fokus Sosial dan Perilaku Pengguna

Relevansi terhadap

Fokus Analisis Penulis Implementasi Kebijakan
Sosial dan (Mallick dkk., 2024); (Miocevic, 2023b); (Miocevic, Kepatuhan pengguna rendah
Perilaku 2022); (Lee dkk., 2019); (McKenzie dkk., 2019); dan literasi digital menjadi
Pengguna (Arnold dkk., 2019) faktor kunci

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Rendahnya literasi digital tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa sebagian
masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami dimensi etika dan hukum dalam
penggunaan teknologi digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis
dalam menggunakan internet dan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan untuk
memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum dari aktivitas yang dilakukan di ruang
digital. Ketika masyarakat belum memahami bahwa konsumsi konten ilegal dapat merugikan
pencipta dan menghambat perkembangan industri kreatif, maka kepatuhan terhadap kebijakan
penutupan situs web akan sulit untuk dibangun secara berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini,
pelanggaran hak cipta cenderung dipandang sebagai persoalan yang tidak memiliki dampak
langsung terhadap pengguna, sehingga kesadaran untuk menggunakan layanan legal menjadi
relatif rendah.
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Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa peningkatan
akses internet di Indonesia tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesadaran pengguna dalam
memanfaatkan karya cipta digital. Akibatnya, kebijakan penutupan situs web kerap dipandang
sebagai pembatasan akses semata, bukan sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk
melindungi hak cipta (Siragih dkk., 2021; Yanto, 2022). Di sisi lain, persepsi negatif
masyarakat terhadap kebijakan penutupan situs web juga dipengaruhi oleh terbatasnya
komunikasi publik mengenai tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Dalam beberapa kasus,
masyarakat lebih melihat kebijakan pemblokiran sebagai bentuk pembatasan terhadap
kebebasan akses internet dibandingkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak ekonomi
pencipta dan/atau pemegang hak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
tidak hanya membutuhkan kemampuan penegakan hukum, tetapi juga strategi komunikasi
publik yang mampu membangun pemahaman dan legitimasi kebijakan di tengah masyarakat.
Tanpa adanya pemahaman yang memadai, kebijakan penutupan situs web berisiko mengalami
resistensi sosial dan sulit memperoleh dukungan dari pengguna internet sebagai kelompok
sasaran utama kebijakan.

Dalam konteks ini, rendahnya kepatuhan dan literasi digital pengguna menjadi hambatan
yang tidak dapat diatasi hanya dengan melalui penutupan akses secara teknis. Tanpa strategi
yang mendorong perubahan perilaku, kebijakan penutupan situs web berisiko hanya
menimbulkan efek penghindaran yang berulang. Oleh karena itu, temuan terkait aspek sosial
dan perilaku pengguna menekankan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, dengan
menggabungkan penegakan hukum dan edukasi publik, sehingga implementasi kebijakan
dapat berlangsung lebih efektif. Dengan demikian, upaya perlindungan hak cipta di ruang
digital perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan mekanisme pengawasan dan penindakan,
tetapi juga pada pembentukan budaya digital yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah,
lembaga pendidikan, platform digital, serta pelaku industri kreatif perlu terlibat secara
bersama-sama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat terkait pentingnya
penghormatan terhadap hak cipta. Melalui pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif,
implementasi kebijakan penutupan situs web diharapkan tidak hanya mampu mengurangi akses
terhadap konten ilegal, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat untuk
menggunakan dan mendukung distribusi karya cipta secara legal dan berkelanjutan.
Ketidakpastian Keberlanjutan Kebijakan dalam Jangka Panjang

Tantangan dalam implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta juga
diketahui berkaitan dengan ketidakpastian keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang.
Sejumlah penelitian menyoroti kondisi meskipun penutupan situs web dapat menghasilkan
penurunan akses terhadap konten hak cipta ilegal, namun dampak yang ditimbulkan cenderung
bersifat sementara dan tidak selalu berkelanjutan (Bellégo & de Nijs, 2020; Peukert dkk.,
2017). Dampak kebijakan sering kali melemah seiring waktu akibat munculnya situs pengganti,
penggunaan teknologi penghindaran, serta migrasi pengguna ke platform alternatif yang berada
di luar jangkauan pengawasan negara (Chen dkk., 2024b; McKenzie, 2017). Kondisi tersebut
menyebabkan kebijakan penutupan situs web menghadapi tantangan berkelanjutan, karena
upaya penindakan harus dilakukan secara berulang tanpa adanya jaminan penurunan
pelanggaran secara signifikan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, kebijakan cenderung
berfungsi sebagai tindakan korektif sesaat, bukan sebagai solusi yang mampu menekan
pelanggaran secara sistemik.

Selain itu, sifat ruang digital yang sangat adaptif menyebabkan efektivitas kebijakan
penutupan situs web menjadi sulit dipertahankan secara konsisten. Ketika satu situs berhasil
ditutup, pelaku pelanggaran dapat dengan cepat membangun kembali akses melalui domain
baru, platform berbasis aplikasi, maupun jaringan distribusi digital lain yang lebih sulit diawasi.
Situasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di ruang digital tidak berlangsung secara
statis, tetapi terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan perilaku pengguna internet.
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Dalam kondisi tersebut, implementasi kebijakan membutuhkan kemampuan pemerintah untuk
melakukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan agar tidak selalu berada dalam posisi
reaktif terhadap perkembangan pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, keberlanjutan kebijakan juga dipengaruhi oleh konsistensi dukungan
kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Pelaksanaan penutupan situs web
memerlukan proses pengawasan, verifikasi, koordinasi antar lembaga, hingga pemantauan
lanjutan terhadap kemunculan situs baru. Seluruh proses tersebut membutuhkan dukungan
sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai.
Apabila dukungan tersebut tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan, maka efektivitas
implementasi kebijakan berpotensi mengalami penurunan seiring meningkatnya kompleksitas
pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Tabel 4. Hasil Pemetaan berdasarkan Fokus Sosial dan Perilaku Pengguna

Relevansi terhadap

Fokus Analisis Penulis Implementasi Kebijakan
Dampak (Chen dkk., 2024b); (Bellégo & de Nijs, 2020); Dampak jangka panjang
Kebijakan (Peukert dkk., 2017); (McKenzie, 2017) kebijakan belum konsisten

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Temuan mengenai kondisi kebijakan tersebut dirangkum dalam Tabel 4, dengan
memetakan studi-studi terdahulu berdasarkan fokus dampak kebijakan serta relevansinya
terhadap isu implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta. Dalam konteks
Indonesia, tantangan keberlanjutan kebijakan penutupan situs web tidak terlepas dari karakter
ruang digital yang dinamis dan lintas batas, serta keterbatasan kapasitas pengawasan
pemerintah. Meskipun kerangka regulasi telah memberikan kewenangan yang jelas kepada
pemerintah untuk melakukan pemutusan akses, namun kebijakan ini belum didukung oleh
mekanisme evaluasi dampak yang terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, keberhasilan
kebijakan hanya diukur berdasarkan jumlah situs yang ditutup, tanpa memperhatikan faktor
lain seperti peningkatan konsumsi konten legal atau perubahan perilaku pengguna. Untuk itu,
diperlukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh agar kebijakan tidak hanya bersifat reaktif,
tetapi mampu memberikan dampak perlindungan hak cipta yang lebih berjangka panjang di
ruang digital.

Dengan demikian, keberlanjutan implementasi kebijakan penutupan situs web
memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar tindakan pemblokiran
akses. Pemerintah perlu mengembangkan sistem evaluasi kebijakan yang tidak hanya berfokus
pada output administratif, tetapi juga pada dampak nyata terhadap perubahan perilaku
pengguna dan penurunan tingkat konsumsi konten ilegal. Selain itu, penguatan kerja sama
dengan platform digital, penyedia layanan internet, serta pelaku industri kreatif juga diperlukan
untuk membangun sistem perlindungan hak cipta yang lebih adaptif dan berkelanjutan di
tengah perkembangan teknologi digital yang terus berubah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan penutupan situs
web pelanggar hak cipta di Indonesia bersifat multidimensional dan saling berkaitan.
Tantangan tersebut mencakup ketidakselarasan antara kerangka regulasi dengan praktik
pelaksanaan kebijakan, keterbatasan efektivitas kebijakan, rendahnya kepatuhan pengguna,
serta ketidakpastian keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian
ini merekomendasikan agar kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta di Indonesia
tidak diposisikan sebagai instrumen kebijakan tunggal, melainkan diintegrasikan ke dalam
pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif melalui penguatan kapasitas kelembagaan,
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pengembangan alternatif akses konten legal yang terjangkau bagi masyarakat, peningkatan
literasi digital dan edukasi publik, serta melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan penutupan situs web diharapkan tidak hanya
memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung perlindungan hak cipta
yang lebih efektif dan berkelanjutan di ruang digital Indonesia.
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